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ABSTRACT

The development of inmate self-reliance has become a crucial strategy in the modern
correctional system, emphasizing social rehabilitation and the reduction of recidivism. This
study aims to analyze the roles of stakeholders in supporting self-reliance programs at
Class IIA Binjai Correctional Facility, while also identifying the main challenges
encountered and strategies to enhance program effectiveness. Employing a qualitative
approach through interviews, observations, and document analysis, this research applies
the power-interest matrix to map stakeholder involvement. The findings reveal that
primary, key, and secondary stakeholders contribute in different yet complementary ways,
ranging from policy formulation and vocational training to psychosocial assistance.
Challenges identified include limited budgets, inadequate infrastructure, poor coordination,
persistent social stigma, and a shortage of skilled personnel. These findings highlight that
multi-stakeholder collaboration is essential to ensure sustainable, humane, and adaptive
correctional programs that effectively support inmates’ social reintegration.
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ABSTRAK

Pembinaan kemandirian narapidana menjadi salah satu strategi penting dalam
sistem pemasyarakatan modern yang menekankan aspek rehabilitasi sosial dan
pengurangan residivisme. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran para
stakeholder dalam mendukung program pembinaan di Lapas Kelas IIA Binjai,
sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta strategi yang relevan
untuk memperkuat efektivitas program. Dengan menggunakan pendekatan
kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini
menekankan pada pemetaan peran stakeholder berdasarkan model power-interest
matrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder primer, kunci, dan
sekunder memiliki kontribusi berbeda namun saling melengkapi dalam
mendukung pembinaan, mulai dari penyediaan kebijakan, sarana pelatihan,
hingga pendampingan psikososial. Kendala yang muncul meliputi keterbatasan
anggaran, sarana prasarana, koordinasi, stigma masyarakat, dan kekurangan
tenaga ahli. Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi multi-stakeholder menjadi
kunci dalam menciptakan program pembinaan yang berkelanjutan, humanis, dan
adaptif terhadap tantangan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Stakeholder, Pembinaan Kemandirian, Lapas, Residivisme
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PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan yang menekankan
penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta potensi setiap individu
untuk berubah. Sistem ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk
hukuman, melainkan sebagai upaya rehabilitasi sosial agar narapidana dapat
kembali menjalani kehidupan yang konstruktif di masyarakat. Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai pusat pembinaan melalui pendidikan,
pelatihan keterampilan, penguatan mental, spiritual, dan pembentukan karakter.
Konsep ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang telah menjadi tren global
dalam sistem peradilan pidana, di mana tujuan utama adalah reintegrasi sosial dan
pengurangan residivisme (Bazemore & Maruna, 2009).

Narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjalani
program pembinaan yang bertujuan untuk mengubah sikap, pola pikir, dan
keterampilan hidup agar dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat. Program
ini mencakup dimensi pendidikan, vokasional, spiritual, serta dukungan
psikososial. Faktor internal seperti motivasi diri dan kesiapan mental, serta faktor
eksternal berupa dukungan keluarga dan masyarakat, sangat menentukan
keberhasilan pembinaan. Namun, hambatan berupa stigma sosial, keterbatasan
sumber daya manusia, dan kondisi overcrowding masih menjadi persoalan utama
di berbagai negara, termasuk Indonesia (UNODC, 2021). Stigma negatif sering
menghambat reintegrasi narapidana sehingga mereka berpotensi kembali
melakukan pelanggaran.

Tabel 1 Jumlah Penghuni UPT PAS di Indonesia

Kapasitas Penghuni LPKA | LPP | LAPAS | RUTAN
TP : Total Penghuni (Tahanan

dan Narapidana) 2497 | 6061 | 190054 74982
KP : Kapasitas 4098 | 4932 | 99657 36994
Jumlah 235.606

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memperlihatkan bahwa
banyak Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Kondisi ini berdampak
pada keterbatasan pelayanan pembinaan dan pemenuhan hak-hak dasar
narapidana. Overcrowding juga membuat prioritas program lebih berfokus pada
pengelolaan keamanan ketimbang pengembangan keterampilan dan pendidikan.
Fenomena serupa juga dilaporkan di berbagai negara Asia dan Afrika, di mana
keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor
meningkatnya tingkat residivisme (Penal Reform International, 2020). Dengan
demikian, perlu adanya inovasi pembinaan yang adaptif terhadap tantangan
tersebut.

Salah satu indikator efektivitas pembinaan dapat dilihat dari angka
residivisme. Di Indonesia, angka residivisme masih relatif tinggi dengan
penurunan yang lambat. Hal ini mengindikasikan bahwa program pembinaan
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belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan narapidana untuk memiliki
keterampilan hidup dan dukungan sosial yang memadai. Sejumlah studi
internasional juga menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial sangat
dipengaruhi oleh adanya pelatihan vokasional yang relevan dengan pasar kerja,
dukungan psikologis, serta jejaring sosial yang mendukung (Visher & Travis, 2011).
Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan hukum, sosial, dan ekonomi menjadi
krusial untuk menekan residivisme.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah
membuka peluang kolaborasi antara Lapas dengan pihak eksternal, termasuk
lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. Peran stakeholders eksternal
sangat penting, baik sebagai penyedia pelatihan keterampilan, pemberi dukungan
moral, maupun fasilitator reintegrasi sosial. Pola kolaboratif ini sejalan dengan
praktik internasional yang menekankan multi-stakeholder engagement dalam
pembinaan narapidana untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi (McNeill, 2019).
Dengan demikian, keterlibatan multi pihak dapat memperkuat kualitas program
pembinaan.

Penelitian ini difokuskan pada Lapas Kelas IIA Binjai, yang memiliki jumlah
penghuni 1.406 orang dengan kondisi overkapasitas. Kompleksitas masalah yang
dihadapi Lapas ini membutuhkan pemetaan peran stakeholders berdasarkan
tingkat kekuasaan dan kepentingan menggunakan model matriks power-interest.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran stakeholders dalam pembinaan
kemandirian narapidana, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta
merumuskan strategi pengelolaan pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh kontribusi teoretis dan praktis bagi
pengembangan sistem pemasyarakatan yang berbasis kolaborasi, humanisme, dan
keadilan restoratif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi
kasus untuk memahami secara mendalam dinamika pembinaan kemandirian di
Lapas Kelas IIA Binjai. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik
menggunakan perangkat lunak NVivo 12. Pendekatan ini memungkinkan peneliti
memetakan peran stakeholder berdasarkan model power-interest matrix serta
menggali faktor penghambat yang muncul dalam proses pembinaan. Triangulasi
sumber dan teknik digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas
temuan, sedangkan deskripsi kontekstual diperkuat guna menjaga transferabilitas
hasil penelitian. Dengan demikian, metode ini dipilih untuk memperoleh
pemahaman yang holistik, kontekstual, dan komprehensif mengenai strategi
pembinaan kemandirian yang relevan dan berkelanjutan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 5630

Copyright; Arlian Efrata Tarigan, Padmono Wibowo


https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https:/ /ejournal.yayasanpendidikandzurrivatulquran.id/index.php/AlZavn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Peran Stakeholder dalam Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Binjai melibatkan berbagai
stakeholder yang perannya dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama,
yakni stakeholder kunci, primer, dan sekunder. Analisis tematik yang dilakukan
melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dan diolah dengan Nvivo 12
menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki peran, kepentingan, dan
pengaruh berbeda yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan program
pembinaan. Stakeholder kunci, seperti Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Binjai, memiliki pengaruh
strategis terhadap kebijakan dan arah program, mulai dari penyediaan anggaran,
perumusan kebijakan, supervisi, hingga evaluasi pelaksanaan. Peran mereka tidak
hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup fasilitasi program,
koordinasi lintas instansi, pemetaan kebutuhan keterampilan Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP), penyediaan sarana dan prasarana, serta kerja sama untuk
pemasaran hasil karya, sehingga program pembinaan kemandirian dapat berjalan
efektif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Stakeholder primer merupakan pihak yang terlibat langsung dan
terdampak signifikan dalam pelaksanaan program pembinaan, biasanya internal
Lapas, seperti Kasi Binadik, WBP, Balai Latihan Kerja (BLK), dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM). BLK Kota Binjai, misalnya, memberikan pelatihan
keterampilan teknis dan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan
pasar kerja lokal, mulai dari menjahit, las, pertanian, hingga servis AC, sekaligus
menyediakan instruktur bersertifikat yang menghadirkan materi praktik langsung
di Lapas. Keterlibatan BLK membantu warga binaan memperoleh keterampilan
praktis dan pengakuan resmi atas kompetensi mereka, sehingga mempermudah
reintegrasi sosial, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengurangi risiko
residivisme. Selain itu, BLK juga memberikan masukan strategis terkait jenis
pelatihan yang relevan dengan kondisi pasar kerja dan potensi WBP, menjadikan
program pembinaan lebih tepat sasaran dan bernilai guna.

LSM memiliki peran penting dalam memberikan dukungan psikososial,
motivasi, dan pelatihan keterampilan tambahan yang belum dapat difasilitasi oleh
Lapas maupun pemerintah daerah. Mereka membantu warga binaan
mengembangkan keterampilan wirausaha, soft skills, dan pemasaran produk
kreatif, sekaligus memfasilitasi pemanfaatan jejaring komunitas dan pameran
untuk memasarkan hasil karya WBP. Pendampingan LSM berperan dalam
membangun kesiapan mental, mengurangi stres dan kecemasan, serta mendorong
pola pikir positif warga binaan agar mereka dapat mengikuti program pembinaan
dengan optimal. Dengan begitu, LSM menjadi mediator antara Lapas dan
masyarakat, membantu membangun citra positif narapidana, mengurangi stigma
sosial, dan mendukung reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Peran Lapas sebagai stakeholder primer sangat sentral, karena menjadi
penyelenggara dan eksekutor utama program pembinaan. Lapas menyediakan
infrastruktur, sumber daya manusia internal, jadwal, serta logistik pelatihan,
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sehingga setiap kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan terukur. Keberhasilan
program yang dijalankan Lapas tercermin dari penguasaan keterampilan dan
sertifikasi yang diperoleh WBP, yang sekaligus meningkatkan citra Lapas sebagai
lembaga rehabilitasi yang efektif. WBP sendiri sebagai penerima manfaat utama
berperan aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan, di
mana kesuksesan mereka dalam mengikuti program berdampak langsung pada
kemampuan mereka untuk mandiri secara ekonomi, menurunkan risiko
residivisme, dan meningkatkan kesiapan reintegrasi sosial setelah keluar dari
Lapas.

Stakeholder sekunder, seperti media massa dan pihak swasta, meskipun
tidak terlibat langsung dalam proses pembinaan, memiliki pengaruh signifikan
terhadap keberhasilan program melalui penyebaran informasi, pencitraan,
edukasi publik, serta peluang ekonomi. Media massa membantu membangun
opini positif dan meningkatkan transparansi, sekaligus mendorong partisipasi
publik, sedangkan pihak swasta berkontribusi melalui penyediaan peluang kerja,
dukungan pelatihan, investasi unit produksi di Lapas, program CSR, serta
pendampingan kewirausahaan bagi WBP. Keterlibatan stakeholder sekunder ini
melengkapi sistem pembinaan dengan memperluas jejaring dukungan,
memfasilitasi pengalaman kerja nyata, serta memastikan keterampilan yang
diperoleh warga binaan relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat,
sehingga mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan yang menyeluruh dan
berkelanjutan.

Hambatan kerja sama antara lapas dengan stakeholder

Pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Binjai menghadapi
berbagai hambatan yang secara signifikan memengaruhi efektivitas kerja sama
antara Lapas dan stakeholder. Analisis tematik melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi menunjukkan bahwa hambatan utama dapat dikelompokkan dalam
lima aspek yaitu keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana (sarpras),
koordinasi antar stakeholder, stigma masyarakat, serta keterbatasan tenaga ahli.
Kelima aspek ini saling terkait dan membentuk rantai hambatan struktural dan
kultural, sehingga pemecahannya memerlukan pendekatan terpadu dan sinergis
yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk memastikan program pembinaan
kemandirian warga binaan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Hambatan anggaran menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program
pembinaan kemandirian, karena dana yang dialokasikan seringkali masih fokus
pada kebutuhan dasar WBP seperti makan, kesehatan, dan keamanan, sehingga
dana untuk pelatihan keterampilan dan kerja sama lintas lembaga menjadi sangat
terbatas. Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung pada pengadaan bahan
praktik, honor instruktur eksternal, transportasi, dan operasional lainnya, yang
mengakibatkan frekuensi dan kualitas pelatihan keterampilan warga binaan tidak
maksimal. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pelaksanaan program
cenderung bersifat terbatas, sehingga kemampuan WBP dalam menguasai
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keterampilan praktis dan sertifikasi kompetensi yang relevan dengan pasar kerja
menjadi terhambat.

Keterbatasan sarpras juga menjadi hambatan signifikan, karena ruang, alat,
dan fasilitas pendukung pelatihan sering tidak mencukupi. Misalnya, pelatihan
menjahit terhambat oleh jumlah mesin jahit yang terbatas, sehingga WBP harus
bergiliran, sedangkan pelatihan pertukangan atau keterampilan teknis lainnya
terkendala ruang praktik dan alat kerja yang minim. Kondisi ini juga
memengaruhi kerja sama dengan stakeholder eksternal seperti BLK, karena
keterbatasan fasilitas di Lapas membuat tidak semua kurikulum pelatihan dapat
diimplementasikan secara optimal. Sarpras yang memadai menjadi fondasi
penting dalam pembelajaran vokasional, karena proses keterampilan bersifat
praktik dan membutuhkan media yang sesuai agar transfer pengetahuan dan
keterampilan dapat berjalan efektif.

Koordinasi antar stakeholder menjadi faktor penting lainnya yang sering
menimbulkan hambatan. Hambatan ini muncul dalam bentuk komunikasi yang
tidak sinkron terkait jadwal pelatihan, penyediaan instruktur, pengadaan bahan
praktik, dan penyusunan kurikulum. Perbedaan jadwal internal Lapas dengan
stakeholder eksternal dan prosedur birokrasi yang panjang menyebabkan
keterlambatan pelaksanaan program, pemanfaatan sumber daya manusia dan
sarpras tidak optimal, serta menunda pencapaian target. Oleh karena itu,
penguatan koordinasi melalui forum rutin, penunjukan focal point antar lembaga,
serta komunikasi aktif menjadi langkah krusial untuk memastikan program
pembinaan kemandirian dapat dijalankan sesuai rencana dan waktu yang
ditetapkan.

Hambatan lainnya muncul dari stigma masyarakat terhadap WBP yang
masih melekat, sehingga beberapa stakeholder enggan terlibat secara intensif
dalam program pelatihan atau kerja sama pasca pembinaan. Stigma ini berdampak
psikologis pada WBP, menurunkan motivasi untuk aktif mengikuti pelatihan, serta
membatasi peluang penyaluran kerja atau magang setelah bebas. Selain itu,
keterbatasan tenaga ahli yang kompeten untuk melatih warga binaan dalam
berbagai keterampilan juga menjadi kendala besar. Tanpa tenaga ahli yang
bersertifikasi, kualitas keterampilan yang diajarkan menjadi rendah dan tidak
sesuai standar industri, sehingga kesiapan WBP untuk mandiri secara ekonomi dan
reintegrasi sosial setelah bebas menjadi terganggu. Mengatasi hambatan ini
memerlukan kolaborasi lintas lembaga, optimalisasi sarpras, penataan anggaran,
penyediaan tenaga ahli melalui kerja sama pendidikan vokasional atau industri,
serta kampanye publik untuk menurunkan stigma terhadap mantan narapidana

SIMPULAN

Kesimpulan, pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Binjai melibatkan
dinamika peran berbagai stakeholders yang terbagi dalam kategori primer, kunci,
dan sekunder, masing-masing dengan kontribusi dan tanggung jawab berbeda,
namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi
warga binaan pemasyarakatan (WBP). Stakeholders primer, yaitu Lapas dan WBP,
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memegang peran fundamental; Lapas bertindak sebagai penyelenggara, manajer,
dan fasilitator utama program pelatihan vokasional, termasuk penyediaan sarana,
pengelolaan instruktur, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi, sedangkan WBP
menjadi partisipan aktif yang menentukan keberhasilan pembelajaran dan
penguasaan keterampilan, yang selanjutnya memengaruhi kemandirian ekonomi
dan pencegahan residivisme. Stakeholders kunci, seperti Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Utara serta Pemkot Binjai, berperan strategis dalam
menyediakan regulasi, alokasi anggaran, supervisi, fasilitasi kerja sama lintas
instansi, serta menciptakan lingkungan kondusif melalui dukungan kebijakan,
sarpras tambahan, pemasaran hasil karya, dan koneksi dengan dunia usaha,
sehingga sinergi antara Lapas dan stakeholders kunci menjadi penentu
keberhasilan program yang terintegrasi. Stakeholders sekunder, termasuk BLK,
LSM, keluarga WBP, media massa, dan pihak swasta, meskipun memiliki
pengaruh lebih terbatas, berfungsi sebagai pendukung vital melalui penyediaan
kurikulum dan instruktur profesional, program soft skills dan konseling,
dukungan emosional, pencitraan positif untuk menurunkan stigma, serta peluang
kerja dan investasi bagi unit produksi Lapas, yang semuanya meningkatkan
kualitas, relevansi, dan keberlanjutan pembinaan kemandirian. Penelitian juga
mengidentifikasi hambatan signifikan yang saling terkait, seperti keterbatasan
anggaran, sarpras, tenaga ahli, kendala koordinasi antar stakeholder, serta stigma
masyarakat terhadap mantan narapidana, yang secara langsung memengaruhi
efektivitas program dan optimalisasi peran semua pihak.
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